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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  83 TAHUN 2012 
TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan 
pembangunan daerah dan pencapaian sasaran 
nasional, diperlukan dukungan penyediaan 
prasarana pemerintahan di daerah serta 
transportasi perdesaan yang dilaksanakan melalui 
kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus 
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013; 

b. bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan, berdasarkan penetapan alokasi Dana 
Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan, Menteri 
Dalam Negeri menyusun Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian 
Dalam Negeri Tahun 2013; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;  

14. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 
2013; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 
Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah 
diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 
Alokasi Khusus di Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan 
Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 
Anggaran 2013; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI 
KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana 
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
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3. Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan, yang 
selanjutnya disebut DAK Bidang Prasarana Pemerintahan, adalah 
dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana 
pemerintahan di daerah. 

4. Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan, yang 
selanjutnya disebut DAK Bidang Transportasi Perdesaan, adalah dana 
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana transportasi 
perdesaan. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 

BAB II 
RUANG LINGKUP DAN BIDANG DAK 

Pasal 2 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup tata 
cara pengelolaan dan uraian teknis DAK lingkup Kementerian Dalam 
Negeri. 

Pasal 3 
(1) Menteri Dalam Negeri mengalokasikan DAK Kementerian Dalam Negeri 

berdasarkan penetapan Menteri Keuangan. 
(2) DAK Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Bidang Prasarana Pemerintahan; dan 
b. Bidang Transportasi Perdesaan. 

Pasal 4 
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah ditetapkan sebagai Pembina 
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dan DAK Bidang Transportasi 
Perdesaan. 

Pasal 5 
(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengoordinasikan 

kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan 
kegiatan DAK sesuai Bidang DAK yang menjadi tanggungjawabnya. 

(2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengoordinasikan perumusan 
kebijakan seluruh Bidang DAK Kementerian Dalam Negeri. 
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